Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Kreditur fiktif dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang
(PKPU) : studi kasus IFC V.S. POFdan BPPN V.S. DAVOMAS

Sitompul, Josua, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20323485& | okasi=lokal

PKPU bertujuan agar Debitur yang memiliki masalah pembayaran utang tidak langsung dipailitkan karena
sebenarnya masih dapat membayar utang-utangnya apabila diberi kesempatan oleh para Kreditur konkuren
untuk menjalankan usahanya. Pemberian ini akan berpuncak pada diterima atau tidaknya perdamaian yang
dapat berisi apa sagja sepanjang disetujui Kreditur konkuren berdasarkan ketentuan Pasal 265 UUK. Dari sini
terlihat pentingnya peranan suara Kreditur sehingga dalam pemberian PKPU eksistensi Kreditur dan adanya
utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih merupakan hal-hal yang harus dibuktikan agar PK PU dapat
dikabulkan Pengadilan Niaga dan perdamaian dapat dilaksanakan dan disahkan; pembuktian ini harus dapat
dilakukan dengan sederhana berdasarkan asas adil, cepat, terbuka, dan efisien. Dalam perkara IFC V.S. POF
dan Perkara BPPN V.S Davomas, Debitur (POF dan Davomas) diduga kuat beritikad tidak baik. Mereka
diduga memunculkan Kreditur Fiktif untuk memenangkan pemungutan suara. Masalah Kreditur fiktif dalam
proses PKPU terkait dengan aspek kepailitan dan PKPU, perdata dan juga aspek pidana baik materi maupun
hukum acaranyatetapi UUK tidak secara tegas mengatur apakah Pengadilan Niaga berwenang memeriksa
dugaan Kreditur Fiktif ini. Secaraimplisit, UUK membuka kemungkinan untuk memberikan kewenangan
kepada Pengadilan Niaga memeriksa dugaan Kreditur fiktif karenaterkait dengan proses PKPU; walaupun
demikian hal ini masih dapat diperdebatkan. Batasannya adalah sepanjang dapat diperiksa dan dibuktikan
secara sederhana; apabilatidak maka Pengadilan Niaga seharusnya menangguhkan perkara PK PU dan
menentukan hakim perdata atau hakim pidana yang memutuskan dugaan kreditur fiktif. Apabila Perdamaian
yang telah disahkan diketahui adanya kreditur fiktif setelah perdamaian disahkan maka terhadap putusan itu
dapat diajukan upaya hukum Penunjauan Kembali.
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